
3. Undang-Undang . 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotismc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menunjang dan meningkatkan kinerja 
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan 
Pelaksana dalam memberikan pelayanan keamanan pada 
masyarakat, maka perlu Pemberian Tambahan Penghasilan 
sebagai penunjang pelaksanana tugas agar efisien dan efektif; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerinta.h 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
maka pemberian Tambahan Penghasilan diatas, bertujuan untuk 
mendukung tugas sehari-hari pelayanan dan penyelenggaraan 
pemerinta.han dan bermanfaatjangka pendek serta mendesak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 
Provinsi lrian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DINAS, 
SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SEKSI DAN PELAKSANA PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021 

TENTANG 

NOMOR 16 TAHUN 2021 

BUPATI BIAK NUMFOR 

PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 4151, sebagairoana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Noroor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 41); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pcmerintah Daerah 
(Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan . 
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22. Peraturan . 

13. Pcraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tcntang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Pcraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 4578); 

15. Pcraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman 
Pcngawasan Pcmbinaan dan Pcngawasan Pcnyelenggaraan 
Pcmerintah Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

16. Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pcdoman 
Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pcmerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4614); 

17. Pcraturan Pcmerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Antara Pcmerintah, Pcmerintah Daerah 
Provinsi dan Pcmerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4737); 

18. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomoll4, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 5887); 

19. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcdoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan Pcraturan Mentcri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua Atas Pcraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 31 O); 

20. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang 
Pcrubahan Atas Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pcmbentukan Prociuk Hulrum Daerah, (Berita Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairoana telah di ubah 
dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
Tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Noroor 
80 Tahun 2018 Tentang Pembentu.kan Produk Hu.kum Daerah 
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 
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BAB I . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA 
BIDANG, KEPALA SEKSI DAN PELAKSANA PADA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Tanggungjawab Dana Operasional (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem lnfonnasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 te.ntang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 888); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 
te.ntang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Biak Nurnfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak 
Nurnfor Tahun 2018 Nomot 4); 

28. Peraturan Daerah Kabupate.n Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMO) Kabupaten Biak Nurnfor Tahun 2019-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak Nurnfor Tahun 2020 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nurnfor Nomor 1 Tahu.n 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupate.n Biak Nurnfor 
Tahun 2021 Nomor l); 

30. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Nurnfor Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Biak Nurnfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak Nurnfor Tahun 2021 Nomor 3). 
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Pasal 2 ...... 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupatcn Biak Numfor; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Biak Numfor; 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD; 
4. Bupati adalah Bupati Biak Numfor; 
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekrctaris Daerah 

Kabupatcn Biak Numfor. 
6. Penanaman Modal adalah scgala bmtuk kcgiatan menanam modal baik oleh 

penanaman modal dalaro negcri roaupun penanaman modal asing, untuk 
roelakukan usaha di wilayah ncgara Republik Indonesia; 

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu satu pintu yang disingkat 
DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupatcn Biak Numfor ; 

8. Kcpala Dinas adalah Kcpala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu 
Satu Pintu Kabupatcn Biak Numfor; 

9. Sekrctaris adalah Sekrctaris Dinas Pcn.anaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupatcn Biak Numfor; 

10. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatcn Biak Numfor; 

11. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasie adalah Kepala Seksi Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatcn Biak Numfor; 

12. Pelaksana adalah seluruh Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatcn Biak Numfor; 

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
Pelayanan seeara tcrintcgrasi dalaro satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampa.i dengan tahap penyclesaian produk pelayanan melalui satu 
pin tu. 

14. lzin adalah Kcputusan Pejabat Perocrintahan yang bcrwcnang sebagai wujud 
persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketcntuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

15. Bcban Kerja adalah pekerjaan yang dibcrikan kepada Aparatur Sipil Negara 
sesuai tugas pokok fungsinya di masing-roasing Bidang dan Seksi pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor 
Kabupatcn Biak Numfor 

13. Tambahan Penghasilan bcrdasarkan bcban kerja adalah bcrupa uang yang 
dibcrikan kepada Aparatur Sipil Negara bcrdasarkan tarif dan perhitungan 
secara bulanan atas tugas dan fungsi yang dibcrikan kepada Aparatur Sipil 
Negara pada Oinas Pcnanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bia.k Numfor Kabupatcn Biak Numfor. 

BABll 

PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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(4) Khusus . 

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal s 
(1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulan pada awaJ bulan berikut. 
(2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasa.rkan daftar hadir Aparatur Sipil 

Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bia.le Numfor. 

Jabatan t.rima kotor (Rp) 

a. Kepala Dinas Rp. S.000.000,-/PPh 
b. Sekretaris Rp. 4.450.000,-/PPh 
c. KepaJa Bidang Rp. 3.250.000,-/PPh 
d. Kepala Seksi Rp. 2. 750.000,-/PPh 
e. Pela.ksana Oolongan IV Rp. 2.050.000,-/PPh 
f. Pela.ksana Oolongan 111 Rp. 2.000.000.-/PPh 
g. Pela.ksana Oolongan II Rp. 1.700.000,-/PPh 
h. Pelaksana Oolongan I Rp. 1.383.000,-/PPh 

BAB HI 

Tambahan Penghasilan sebagairoana yang diberikan disesuaikan dengan tingkatan 
beban kerja sebagaimana dirnaksud pada Pasal ayat (1) kepada masing-masing 
Pejabat Eselon dan Pela.ksana sebagai berikut : 

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Kepaka Dinas, Sekretaris, Kepala 
Bidang. Kepala Seksi dan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Oolongan IV, Ill, II 
dan I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bia.le Numfor; 

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) setiap jabatan 
disesuaikan dengan Eselonisasi dan Oolongan yang melekat pada setiap 
Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Pela.ksana Teknis Adaministrasi 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bia.le 
Numfor; dan 

(3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) merupa.kan 
tunjangan kinerja yang diberikan setiap 1 (satu) bulan di tahun anggaran 2021. 

Pasal 4 

Pasal 2 

(1) Ma.ksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 
pemberian biaya Tambahan Penghasilan berdasa.rkan pertimbangan obyektif 
berdasarkan beban kerja dan tanggungjawabnya sebagai pela.ksana teknis 
Adminstrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Bia.le Numfor. 

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dima.ksud pada ayat (10 merupakan 
Tunjangan Kerja sesuai beban kerja; dan 

(3) Daftar hadir kerja Aparatur Sipil Negara setriap Bulan berjalan. 

Pasal 3 
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SEMUEL RUMAIKEUW, SH 
NIP. 19730508 200112 1 004 

Diundangkan di Biak 
Pada tanggal, 24 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BlAK NUMFOR, 
CAP/TTD 

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA 
SERITA DAERAH KABUPATEN BlAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 16. 

Ditetapkan di Biak 
pada tanggaJ, 24 Maret 2021 

BUPATI BlAK NUMFOR, 
CAP/TTD 

HERRY ARIO NAAP 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

Pasal 8 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB IV 

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) biaya operasional berdasarkan 
beban kerja untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Tambahan 
Penghasilan berdasarkan beban kerja dapat dilengkapi dengan : 

a. Daftar Perhitungan Biaya Operasional berdasarkan beban kerja. 
b. Daftar hadir kerja pegawai setiap bulan berjalan. 

Pasal 7 

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dikenakan pajak 
penghasilan (PPh) dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Aparatur Sipil Negara Oolongan I dan Il dikenakan pajak penghasilan 0% (no! 

persen). 
b. Aparatur Sipil Negara Golongan m dikenakan pajak penghasilan 5% (lima 

persen). 
c. Aparatur Sipil Negara Golongan rv dikenakan pajak penghasilan 15% (lima 

belas persen], 

Pasal 6 

(3) Khusus pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan tersebut. 
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